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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota
Manado. Fokus utama diarahkan pada implementasi
budaya kerja ASN BerAKHLAK sebagai kerangka
nilai dasar aparatur negara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
reformasi birokrasi telah mendorong sejumlah
inovasi pelayanan, seperti digitalisasi layanan,
Gerai Dukcapil Keliling, dan percepatan proses
dokumen kependudukan. Namun demikian, reformasi
tersebut belum berjalan optimal karena masih
terdapat tantangan seperti resistensi budaya kerja,
rendahnya kedisiplinan ASN, keterbatasan sumber
daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang
belum memadai. Selain itu, masih ditemukan praktik
diskriminatif dalam pelayanan serta tidak
konsistennya pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Penelitian ini merekomendasikan
perlunya peningkatan kapasitas ASN, penguatan
sistem pengawasan kinerja, serta integrasi reformasi
birokrasi dengan pendekatan berbasis teknologi dan
orientasi pelayanan publik yang berkeadilan.
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PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024
yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB merupakan kelanjutan dari Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010–2025 yang menargetkan tercapainya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025.
Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama transformasi
birokrasi, termasuk di bidang administrasi kependudukan yang secara langsung bersentuhan
dengan kebutuhan masyarakat (Gilson et al., 2024; Hossin et al., 2023; Zarychta et al., 2024).

Administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang mencerminkan kinerja nyata
pemerintah daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memiliki tanggung jawab
besar dalam menjamin keakuratan dan kecepatan layanan dokumen kependudukan seperti KTP,
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KK, akta kelahiran, dan akta kematian. Di era digital, tuntutan terhadap layanan yang cepat,
transparan, dan akuntabel semakin meningkat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di bidang ini
tidak hanya menyangkut efisiensi administratif, tetapi juga menyentuh aspek etika kerja dan
budaya pelayanan aparatur sipil negara.

Pemerintah Kota Manado telah mengambil langkah-langkah reformatif melalui penerapan
SOP, digitalisasi layanan, dan peluncuran program inovatif seperti Gerai Dukcapil Keliling.
Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan seperti prosedur yang
berbelit-belit, ketidakpatuhan terhadap SOP, perlakuan diskriminatif oleh aparatur, hingga
rendahnya kepuasan publik terhadap kualitas layanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara kebijakan reformasi yang dirancang dengan realitas birokrasi di lapangan.

Pelayanan publik yang baik hanya dapat dicapai apabila seluruh aparatur memiliki
kesadaran etis, kompetensi teknis, dan komitmen pelayanan. Dalam konteks inilah, penguatan
nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi sangat relevan. Budaya kerja ini tidak hanya menjadi jargon
normatif, tetapi harus menjadi roh yang menggerakkan setiap aktivitas pelayanan di Dukcapil
(Masengi et al., 2023; Murdha Anggara et al., 2024; Secchi et al., 2025).

Masalah yang sering mencuat dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota
Manado adalah masih lemahnya orientasi pada kepuasan pengguna layanan. Laporan
Ombudsman dan aduan masyarakat melalui media sosial memperlihatkan peningkatan keluhan
setiap tahunnya. Keluhan tersebut mencakup lambatnya proses, tidak ramahnya petugas, serta
adanya perlakuan khusus bagi individu tertentu yang memiliki koneksi dengan pejabat, yang
menimbulkan ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan public (Chen & Mandiberg, 2024;
Kuhlmann & Heuberger, 2023; Margareth I. R. Rantung et al., 2024).

Fenomena tersebut mencerminkan perlunya pembenahan yang menyeluruh, bukan hanya
dari sisi sistem, tetapi juga dari sisi perilaku birokrat. Proses reformasi birokrasi idealnya
mengarah pada perubahan mindset dan culture set ASN agar lebih responsif, adil, dan
bertanggung jawab. Transformasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan transformasi nilai
dalam tubuh organisasi pemerintahan.

Selain itu, rendahnya kompetensi dan motivasi sebagian ASN juga menjadi hambatan
dalam mewujudkan pelayanan prima. Tidak semua petugas memahami pentingnya keterampilan
komunikasi publik, penggunaan sistem informasi pelayanan, serta kemampuan bekerja sama
lintas unit. Padahal, birokrasi modern menuntut kolaborasi dan kemampuan adaptif dalam
menghadapi dinamika sosial serta perkembangan teknologi informasi.

Penguatan struktur kelembagaan, sistem pengawasan, dan pemberdayaan ASN harus
menjadi satu kesatuan dalam desain reformasi birokrasi. Evaluasi berkala terhadap penerapan
SOP, pelatihan berbasis kompetensi, serta penerapan reward and punishment yang adil menjadi
instrumen penting untuk menciptakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
(Bulo et al., 2016; Huebert, 2021; Zarychta et al., 2022).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan
fokus pada perilaku birokrasi dan hambatan struktural yang dihadapi. Penelitian ini juga
menggali peran budaya kerja ASN BerAKHLAK dalam membentuk kinerja pelayanan serta
merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan
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untuk memahami secara mendalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, proses, dan dinamika
sosial yang terjadi dalam konteks birokrasi publik secara alami. Fokus penelitian diarahkan pada
implementasi nilai-nilai budaya kerja ASN BerAKHLAK serta identifikasi hambatan yang
dihadapi dalam proses reformasi pelayanan public (Gómez González, 2021; Watharow &
Wayland, 2022).

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kota Manado. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat urgensi reformasi yang
sedang berlangsung serta tingginya intensitas interaksi langsung antara aparatur dengan
masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada dua fokus utama, yaitu: (1) perilaku birokrasi
ASN dalam menerapkan prinsip reformasi pelayanan publik berbasis nilai BerAKHLAK, dan (2)
faktor-faktor yang menghambat optimalisasi reformasi birokrasi, baik dari aspek struktural,
kultural, maupun teknologis.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi non-
partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kepala dinas, pejabat
struktural, staf pelayanan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Observasi digunakan
untuk mengamati langsung proses pelayanan, interaksi antara ASN dan masyarakat, serta
pelaksanaan SOP di lapangan. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen pendukung
seperti regulasi, laporan evaluasi, rekapan aduan masyarakat, dan SOP pelayanan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan aktif dalam
proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi,
baik triangulasi sumber (perbandingan antar informan), triangulasi teknik (wawancara, observasi,
dokumentasi), maupun triangulasi waktu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan
yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang tinggi, sesuai dengan prinsip-
prinsip riset kualitatif (Beurskens et al., 2022; Duggleby et al., 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang
meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Reduksi data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data dengan cara memilah informasi
yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel ringkasan, dan
kutipan wawancara. Kesimpulan diambil berdasarkan pola, kecenderungan, dan hubungan antar
variabel yang muncul selama proses analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran utuh dan reflektif mengenai kondisi reformasi birokrasi pelayanan
kependudukan di Kota Manado (Bahasoan et al., 2019; Hasan et al., 2023a; Scârneci-Domnişoru,
2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Nilai ASN BerAKHLAK dalam Pelayanan Administrasi

Penerapan nilai ASN BerAKHLAK menjadi landasan utama dalam reformasi pelayanan
publik di Dukcapil Kota Manado. Nilai-nilai tersebut mencakup orientasi pelayanan,
akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara, sebagian besar ASN telah menunjukkan perubahan perilaku ke arah
pelayanan yang lebih ramah dan responsif. Hal ini tampak dari penyambutan masyarakat di ruang
pelayanan yang lebih terstruktur dan penggunaan bahasa yang sopan saat melayani.

Namun, internalisasi nilai-nilai tersebut belum merata di semua lini. Masih ditemukan
oknum ASN yang melayani dengan ekspresi cuek, lamban dalam memberikan respon, serta
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kurang tanggap terhadap pertanyaan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai "berorientasi
pelayanan" belum sepenuhnya mengakar pada budaya kerja sehari-hari. ASN yang berada di
bagian teknis lebih terbiasa bekerja berdasarkan rutinitas daripada prinsip-prinsip pelayanan
publik.

Nilai "akuntabel" juga belum diimplementasikan dengan optimal. Misalnya,
ketidaksesuaian antara waktu pelayanan yang dijanjikan dalam SOP dan realisasi waktu yang
terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme kontrol internal untuk menjaga
komitmen terhadap standar pelayanan. Kelemahan ini berdampak langsung pada kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pelayanan.

Dalam aspek "kompetensi", sebagian ASN belum memiliki kemampuan teknologi
informasi yang cukup untuk menjalankan sistem pelayanan digital secara efektif. Masih ada
pegawai yang kesulitan mengoperasikan perangkat komputer atau sistem berbasis online,
sehingga memperlambat proses pelayanan. Padahal, digitalisasi merupakan salah satu agenda
penting dalam reformasi birokrasi.

Nilai "harmonis" dan "loyal" terlihat dalam hubungan antara ASN, tetapi tidak selalu
tercermin dalam hubungan dengan masyarakat. ASN kadang lebih fokus menjaga hubungan
internal dibandingkan melayani pengguna jasa. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai
internal organisasi dan orientasi eksternal terhadap publik.

Secara keseluruhan, meskipun nilai ASN BerAKHLAK telah dijadikan pedoman resmi,
proses implementasinya masih memerlukan penguatan melalui pelatihan, pengawasan kinerja,
serta evaluasi berkala yang berbasis indikator nilai-nilai tersebut. Penguatan budaya kerja
berbasis nilai akan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak nyata pada
masyarakat.
Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Dukcapil Kota Manado

Salah satu bentuk nyata dari reformasi birokrasi di Dukcapil Kota Manado adalah inovasi
pelayanan yang dilakukan melalui digitalisasi proses administrasi. Inovasi ini mencakup
penerapan layanan online, sistem antrean digital, dan peluncuran Gerai Dukcapil Keliling.
Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersingkat waktu
dan biaya dalam proses pengurusan dokumen.

Gerai Dukcapil Keliling menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat di wilayah
terpencil atau padat aktivitas. Dengan hadirnya mobil pelayanan keliling, masyarakat dapat
mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor utama. Langkah ini dinilai cukup efektif dalam
menurunkan angka keterlambatan dan mempermudah aksesibilitas layanan.

Penerapan layanan online juga telah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan
administrasi. Sistem seperti pengajuan dokumen secara daring atau pengecekan status dokumen
secara real-time menjadi kemajuan signifikan dalam digitalisasi pelayanan publik. Namun, sistem
ini belum sepenuhnya digunakan secara maksimal oleh masyarakat karena keterbatasan
sosialisasi dan kendala literasi digital.

Di sisi lain, tidak semua ASN siap menghadapi transformasi digital tersebut. Masih
ditemukan kendala dalam penguasaan sistem dan perangkat teknologi, terutama pada pegawai
berusia lanjut atau yang belum mendapatkan pelatihan khusus. Hal ini menjadi tantangan dalam
kesinambungan inovasi layanan yang berbasis digital.

Selain masalah teknis, kelemahan sistem informasi juga menjadi hambatan. Misalnya,
sering terjadi gangguan pada jaringan, keterbatasan server, dan sistem yang lambat dalam
memproses data. Kendala-kendala ini menyebabkan pelayanan digital belum mampu
menggantikan sepenuhnya layanan konvensional.
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Ke depan, penguatan inovasi harus disertai dengan peningkatan kapasitas SDM,
penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, serta strategi komunikasi publik untuk
meningkatkan partisipasi dan literasi digital masyarakat. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan
optimal tanpa dukungan ekosistem teknologi yang terintegrasi dan adaptif (Adha et al., 2019;
Hunt et al., 2023; Situmorang & Zuska, 2023).
Hambatan Struktural dan Kultural dalam Reformasi Birokrasi

Meskipun agenda reformasi birokrasi telah dijalankan dengan berbagai strategi,
pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan kultural yang
signifikan. Hambatan struktural antara lain terletak pada kerumitan sistem birokrasi,
ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, serta keterbatasan kewenangan
struktural dalam mengambil keputusan (Brown, 2019; Hefner, 2019).

Struktur organisasi yang terlalu hierarkis membuat proses pengambilan keputusan
menjadi lamban. Beberapa permintaan atau pengaduan masyarakat harus melewati banyak
tahapan sebelum bisa ditindaklanjuti. Situasi ini menimbulkan kesan tidak efisien, yang
bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi itu sendiri.

Dari sisi kultural, resistensi perubahan menjadi tantangan besar. Beberapa ASN
menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan kebiasaan lama yang tidak produktif. Sikap
defensif terhadap evaluasi, enggan belajar hal baru, dan ketidakmauan berinovasi menjadi
hambatan psikologis dalam mengubah budaya kerja.

Budaya kerja individualistis juga memperlemah semangat kolaborasi antardivisi. Masih
banyak ASN yang bekerja secara terkotak-kotak tanpa koordinasi lintas unit, padahal pelayanan
administrasi kependudukan bersifat lintas bagian. Ketidakharmonisan internal ini menghambat
efisiensi pelayanan.

Minimnya insentif berbasis kinerja juga menjadi penyebab lemahnya motivasi untuk
bertransformasi. Sistem penilaian kinerja yang tidak objektif serta promosi jabatan yang tidak
berbasis prestasi membuat semangat untuk melakukan reformasi menjadi rendah. Akibatnya,
reformasi birokrasi cenderung berjalan stagnan (Mietzner, 2021; Setiawan & Tomsa, 2023).

Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh,
pelatihan perubahan mindset (mindset shifting), serta pemberian insentif dan penghargaan yang
adil dan berbasis kinerja. Tanpa perubahan mendasar pada struktur dan budaya, reformasi
birokrasi hanya akan menjadi kebijakan normatif tanpa dampak substansial (Hasan et al., 2023b;
Kuswandi et al., 2023; Rusfiana & Kurniasih, 2024).
Peran Pengawasan dan Evaluasi dalam Menjaga Konsistensi Reformasi

Pengawasan merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi.
Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, berbagai regulasi dan inovasi yang dirancang berisiko
besar tidak terlaksana secara optimal. Di Dukcapil Kota Manado, pengawasan internal masih
terbatas pada inspeksi berkala dan laporan dari kepala seksi atau kepala bidang.

Evaluasi kinerja ASN umumnya dilakukan secara administratif dan belum menyentuh
aspek perilaku pelayanan. Padahal, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
bagaimana ASN berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilengkapi
dengan indikator kualitas pelayanan publik yang terukur, termasuk kepuasan pengguna layanan.

Salah satu kendala dalam pengawasan adalah terbatasnya personel pengawas dan tidak
adanya sistem pengaduan publik yang efisien. Masyarakat sering kali tidak tahu ke mana harus
melaporkan keluhan, atau merasa ragu karena takut tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, pelanggaran
kecil dalam pelayanan kerap dibiarkan berlarut-larut.

Pemanfaatan teknologi seharusnya bisa memperkuat fungsi pengawasan. Misalnya,
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melalui sistem feedback elektronik, form kepuasan pelanggan, atau dashboard monitoring real-
time. Namun, infrastruktur teknologi yang belum stabil dan kurangnya kapasitas ASN
menghambat penerapannya secara luas.

Pengawasan juga harus bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi
dan perbaikan layanan. Pelibatan stakeholder eksternal seperti Ombudsman, LSM, dan media
lokal dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Hal ini penting agar reformasi
birokrasi tidak hanya dikontrol dari dalam, tetapi juga didorong oleh suara masyarakat.

Dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi, pemerintah daerah dapat
membangun budaya pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi harus
menjadi proses yang dinamis dan terbuka terhadap koreksi, bukan sekadar program jangka
pendek yang hilang setelah pergantian kepemimpinan.
Strategi Peningkatan Pelayanan dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan
strategi peningkatan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah
memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, pembekalan teknologi
informasi, dan peningkatan literasi pelayanan publik. ASN perlu dibekali dengan kompetensi
teknis dan etika pelayanan (Idris et al., 2023; Song et al., 2024).

Strategi kedua adalah integrasi sistem digital yang dapat mempercepat proses pelayanan,
meningkatkan transparansi, dan memudahkan pengawasan. Sistem informasi kependudukan
harus terhubung secara real-time antar unit layanan, sehingga proses verifikasi dan validasi
dokumen lebih efisien (Guan & Frenkel, 2019; Rosales Sánchez et al., 2019).

Selanjutnya, diperlukan reformasi kebijakan internal untuk mendorong ASN bekerja
berbasis kinerja dan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Penilaian berbasis kinerja individual dan tim,
pemberian insentif untuk inovasi pelayanan, serta penerapan reward and punishment yang
objektif harus menjadi agenda prioritas.

Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem umpan balik masyarakat yang aktif dan
mudah diakses. Kehadiran layanan pengaduan berbasis digital, survei kepuasan layanan, dan
kanal komunikasi terbuka akan meningkatkan partisipasi publik dalam evaluasi layanan. Ini juga
akan memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja ASN.

Strategi lainnya adalah memperkuat kepemimpinan birokrasi yang visioner dan
transformatif. Pemimpin organisasi harus menjadi teladan dalam pelayanan, responsif terhadap
kritik, serta mampu mendorong kolaborasi lintas unit. Kepemimpinan yang kuat akan
mempercepat proses perubahan budaya organisasi (Bhat & Farooq, 2022; Islam et al., 2024).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, reformasi birokrasi di
bidang administrasi kependudukan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, adil,
dan responsif. Transformasi birokrasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga menyangkut komitmen
moral dan integritas aparatur dalam menjalankan amanah publik.

KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Manado telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai inovasi pelayanan,
seperti digitalisasi layanan dan kehadiran Gerai Dukcapil Keliling. Namun, pelaksanaannya
masih menghadapi tantangan signifikan, baik secara struktural maupun kultural. Nilai-nilai ASN
BerAKHLAK belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pelayanan, yang ditunjukkan oleh
masih lemahnya orientasi terhadap kepuasan publik dan konsistensi dalam menjalankan SOP.

Ditemukan pula bahwa pelayanan publik masih sering terhambat oleh sikap diskriminatif
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oknum petugas, rendahnya responsivitas, dan keterbatasan dalam penguasaan teknologi oleh
sebagian ASN. Hambatan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh akar
persoalan, yaitu perubahan budaya organisasi dan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh.
Ketidakseimbangan antara kebijakan formal dan pelaksanaan operasional menjadi titik lemah
yang harus segera diatasi.

Upaya reformasi juga belum didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat.
Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan mengakibatkan lemahnya
akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang partisipatif, transparan,
dan berbasis indikator kinerja yang terukur. Reformasi birokrasi hanya akan efektif jika disertai
dengan kontrol sosial yang aktif serta penguatan struktur pengawasan internal yang responsif.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Pemerintah Kota Manado secara serius
memperkuat internalisasi nilai ASN BerAKHLAK melalui pelatihan rutin, pemberian
penghargaan berbasis kinerja, dan penyusunan sistem insentif yang adil. Selain itu, penguatan
literasi teknologi di kalangan ASN sangat penting untuk mengimbangi transformasi digital dalam
pelayanan publik. Perlu juga diterapkan sistem manajemen kinerja yang objektif dan transparan
untuk memastikan bahwa setiap ASN bekerja sesuai tanggung jawab dan standar yang ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi
juga oleh perubahan budaya kerja, kepemimpinan transformatif, dan partisipasi publik yang aktif.
Pemerintah daerah harus menjadikan reformasi birokrasi sebagai gerakan kolektif, bukan sekadar
agenda administratif. Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Manado
dapat menjadi model pelayanan publik yang profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.
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